ABSTRAK
(A) Penulis : Lexyndo Hakim (NIM: 05160006)
(B) Pembimbing I  : Prof.  A Masyhur Effendi, S.H, M.S;

Pembimbing II : Dr. Nurwidiatmo, S.H, M.M, M.H;

(C) Judul Tesis : PEMBATALAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI NO. ID. 0004475 (Putusan Perkara No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA. JKT. PST).
(D) Isi :
Pembatalan Sertifikat Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Penulis menemukan suatu permasalahan di masyarakat yaitu mengenai dua produk desain industri yaitu desain industri penggaris yang dilindungi oleh Sertifikat No. ID. 0000759 dan penggaris yang dilindungi oleh Sertifikat No. ID. 0004475. Adapun Pemegang Sertifikat No. ID. 0000759 mengajukan gugatan pembatalan atas Sertifikat No. ID. 0004475, yang mana gugatan tersebut dikabulkan dengan Putusan Perkara No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA. JKT. PST. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, akhirnya ditemukan data yang memperlihatkan bahwa pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475 berdasarkan Putusan Perkara No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No. 58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA. JKT. PST, tersebut adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang seharusnya menjadi penilaian majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut adalah dalam hal bentuk dan bukan terhadap konfigurasi dari kedua Sertifikat tersebut, karena konfigurasi pada kedua Sertifikat tersebut tidak mendapat perlindungan hukum desain industri. Selanjutnya dari hasil penelitian berikutnya, ditemukan bahwa cakupan perlindungan penggaris pada Sertifikat No. ID. 0000759 adalah hanya bentuk saja, karena konfigurasi dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimohonkan pada saat permohonan pertama kali dan permohonan kedua yang kembali memintakan perlindungan terhadap konfigurasi. Menurut penulis, sebaiknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri diharapkan lebih disempurnakan dengan menambah beberapa pasal yang mengatur secara tegas mengenai cakupan pemberian perlindungan desain industri dan mengenai definisi persamaan desain industri dan dengan ini maka permasalahan hukum desain industri dapat dihindari di kemudian hari.
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